GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 18 /KPTS/VI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG /JASA

Menimbang

Mengingat

DAN PERSONIL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 73

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2020;

: 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767 )

S.Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019 Nomor 1).
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Tembusan :

-4-

¢. mengoperasikan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara
Elektronik;

d. melakukan registrasi sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara Elektronik;

e. memberikan pelatihan bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

f. menyediakan layanan konsultasi proses Pengadaan Barang dan
Jasa secara Elektronik; dan

g melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

: Dalam melaksanakan tugasnya Personil Perangkat Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara
Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan
honorarium yang besarnya sesuai Standar Biaya Umum di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa
dan Biro Administrasi Pembangunan.

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan Nomor 359/KPTS/VI/2019 tentang Penunjukan
Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil
Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUBERNUR SUMATERA SELATAN, /)

" H. HERMAN DERU

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang




